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WALIKOTA GORONTALO

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 2. TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
DANA KAPITASI DAN MON KAPITAS|I PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Menimbang

Mengingat

DI PUSKESMAS DAN JARINMGANNYA

WALIKOTA GORONTALO,

. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan

kesehatan bagi masyarakat Kota Gorontalo melalui pelaksanaan
Program Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan);

. bahwa dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat

terdapat Dana Kapitasi dan Non Kapitasi untuk sarana pelayanan
kesehatan dasar melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan (BPJS Kesehatan), perlu menetapkan Petunjuk Teknis;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Gorontalo tentarnig Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengelolaan
dan Pemanfaaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program
Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan jaringannya;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat li di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara'
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Momor 4844);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan
Sosial  Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5256);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3637);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan, Pernerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupalen/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012
Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara

. Republik Indonesia Tahur: 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran

* Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

1.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013°
tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 29);
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12.Peraturan Menteri Kesehatan Repubiik Indonesia Nomor 69

{ Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada

‘ Fasiltas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan.
Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan
Kesehatan;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71
Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan

Kesehatan Nasionai;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG PETUNJUK

TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN DAN
kB PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI ROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS DAN
JARINGANNYA
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KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah:Kota Gorontalo.

2. Walikota adalal% Walikota Gorontalo.

S -

3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

B 4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo.

o iy

5. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai ‘unsure
!

s

penyelenggara Pemerintahan Kota Gorontalo.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Kota Gorontalo.

7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD Kota Gorontalo menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prmS|p Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
| il Republik Indonesia Tahun 1945.




10.

11

12

olf

Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga péda Pemenntah Kota yang
bertanggung jawab kepada Walikota melalui: ASelslA;Qt‘alzi:s_;gQ;a;_eﬁgahwdalam rangka
penyelenggaraan pemerintah daerah, yang terditi ,dari%‘Se{;j:gtggjat;_ Daerah, Sekretariat
DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan.dan Kelurahan. '

Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Gorontalo sebagai unsur pelaksana urusan
pemerintahan daerah yang melaksanakan tugas di bidang kesehatan.

Pemberi Pelayanan Kesehatan seianjutnya disingkat PPK adalah orang atau institusi
pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.

Kapitasi adalah suatu cara perhitungan pembayaran kepada PPK dengan
perhitungan berdasarkan jumlah peserta perbulan yang besarannya ditetapkan
sebelum pelayanan kesehatan diberikan dan kekurangan atau kelebihannya
merupakan tanggung jawab PPK.

Puskesmas acalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kofa yang
secara teknis dan administratif bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota. ,
BAB lI
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

. Maksud penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi dan non

kapitasi program jaminan kesehatan nasinal untuk meningkatkan akses dan mutu
pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin
dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara
efektif dan efisien.

Tujuan penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi dan non
kapitasi program jaminan kesehatan nasinal adalah guna terselenggaranya
pengelolaan keuangan yang transparan, tepat sasaran dan akuntabel.

BAB Il
PETUNJUK DAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
Pasal 3

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan

,‘ 8 - Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan jaringannya

Tahun 2014 merupakan acuan bagi pemberi pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan

Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan jaringannya serta Instansi terkait yang

berhubungan dengan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
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Pasal 4 .

7 Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana kapitasi dan
'Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan%jaringannya’
Tahun 2014 secara terperinci tercantum pada lampiran yang merupakan skbagian yang
tidak terpisahkan dari Perétufan Walikota ihi. - o | |

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini

dengan penempatannya dalan] Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan .di Gorontalo ]
padg tanggal, 2 Januari :ﬁzom

Pj. WALIKOTA GORONTALO,

WENI LIPUTO"’

Gorontalo

Diundangkan oy

g Januari 2014

pada tanggal,
SEKRETARIS DAER ORONTALO

PEMBINA UTAMA MADYA

| BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 2.




